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A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu di era globalisasi saat ini damgaju, hal ini
memungkinkan memacu perkembangan teknologi yangasgpesat terutama
teknologi peralatan komputer dan teknologi peral&amunikasi. Hal ini telah
membawa manusia ke dalam era informasi yang merngala batas.

Pemanfaatan teknologi informasi di era sekarangmmerupakan suatu
keharusan yang diterapkan di berbagai bidang bakldor bisnis maupun sektor
pemerintahan. Dalam mewujudkan penyelenggaraanni@pgahan yang baik
(good governance), pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasdalam
kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Hal sejalan dengan
diberlakukannya otonomi daerah yang menuntut setiagrah akan tuntutan
produktivitas kerja karena sumber—sumber daya ydingliki oleh pemerintah
daerah harus difungsikan secara efektif agar mestglehasil yang lebih baik.
Selain itu, penyelenggaraan pemerintah dan pembanggang efektif dan efisien
sudah merupakan tuntutan dewasa ini, terlebih-lapbila disimak pendapat
Amitai Etzioni (dalam Nainggolan, 1998: 6) dikemké&a sebagai berikut:

Manusia modern yang telah meningkat kecerdasemn pengetahuan
teknologinya, telah menempatkan rasionalitas ditad] dan efisiensi
sebagai nilai moral yang tinggi. Dengan sistemi miaral yang demikian
itu, orang modern terus berusaha meningkatkan kemanmya untuk
dapat mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhastgaa lebih tepat

sebagaimana yang dikehendaki dalam waktu yang #pht dan dengan
biaya yang lebih murah.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengskeitéor publik

yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, bukfm mampu memanfaatkan



teknologi tetapi juga mampu menghasilkannya untebektingan kehidupan
manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas @leanpkomponen yang
paling menentukan dalam setiap lembaga dan organifanpa sumber daya
manusia yang berkualitas, tujuan lembaga dan agsinitu tidak akan pernah
tercapai dan tidak eksis.

Aparat pemerintahan yang berkualitas merupakan gujtombak dari
kemajuan suatu daerah. Namun selama ini banyak&elyang terdengar bahwa
sumber daya manusia di sektor publik belum mampwujelkan produktivitas
dan efisiensi yang tinggi. Bahkan menurut TeguhO80203) “Sebagai abdi
masyarakat seringkali pegawai sektor publik leb@nobentasi pada pimpinan.
Bentuk pengabdian yang diberikan tidak kepada takgeun kepada pimpinan
yang diatasnya”.

Aparat dinas kependudukan dan pencatatan sipil pakan salah satu
aparat yang memiliki peran bagi perencanaan peninamg Hal ini disebabkan
lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengeloimiatrasi kependudukan
menghasilkan data dan informasi mengenai perkenamapgnduduk. Dalam UU
No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian dtagi penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kepekdn melalui
pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil,  pengelolaaformasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untakgoein publik dan

pembangunan sektor lain.

Namun pada lembaga pemerintah tersebut, pendaftepandudukan
belum mendapat tempat yang layak karena kegiatatebih menitikberatkan
pada pencatatan sipil. Menurut beberapa ahli dalam

www.ganjarkurnia.unpad.ac.idependapat bahwa tidak mungkin merencanakan




dan mengelola negara dengan baik apabila admsiistapendudukannya

berantakan. Data kependudukan digunakan sebagar dasuk perencanaan;

seperti untuk perhitungaimcome per capita, PDB, PDRB dan sebagainya pada
umumnya bersifat agregatif. Selain itu, data kepedndlan tersebut dapat

mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagaiehalama usia dan tempat
tinggal, yang dalam konteks pemilu sangat pentingathm mencatat para calon
pemilih.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatemjal®hgka
merupakan instansi pemerintah yang telah meneragkaologi informasi dalam
mengelola administrasi kependudukan. Menurut reasluasi komisi A DPRD
Jawa Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Bgdilupaten Majalengka
termasuk dalam tiga daerah dari 25 daerah di Jawat Bang telah efektif dalam
penyelenggaraan sistem informasi administrasi ka#ypdukan. Namun dalam
kenyataannya masih adanya masalah dalam hal leugléyanan dan kurang
akuratnya mengenai data dan informasi kependudtdanni terlihat dari adanya
masalah dalam penggunaan data kependudukan unjidtdee pemilihan umum
kepala daerah Gubernur dan Bupati. Masalah yapadietetika menggunakan
data kependudukan sebagai dasar untuk penetapam metnilih. Selain banyak
orang yang tidak terdaftar, kenyataan di lapangany&k terjadi kesalahan,
seperti kesalahan penulisan nama, jenis kelamiaftdr lebih dari satu kali, dan
perubahan yang tidak tercatat (meninggal, pindah).

Apabila dicermati lebih jauh, terjadinya masalapes@ tersebut di atas
terkait erat dengan kurang tertatanya administkependudukan. Kalaupun

pendaftaran pemilih dengan sistem sensus, yaitgasemendaftarkan seluruh



pendiduk yang memiliki usia hak pilih, dan akan meniililsia hak pilih pad.
hari “H” pemilu, namun keabsahan dari usia dan tEntmnggal tetap hart
kepada pendaftaran kependudukan (Kepmendagri Niahbih 1999

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi iniladdaendahny:
efektivitas organisasi dalam mengelola administkegendudukan dan belt
optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalamingkatkan produktivita
penyelenggaraan administrasi kependun di Dinas Kependudukan d
Pencatatan Sipil Kabupaten Majalenc

Selain Permasalahan yang telah dipaparkan sebetymmndahny.
efektivitas pegawai dinas kependudukan dapat dilidiari hasil pendatac
penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatapil Kabupaten Majalengk
selama tahun 2008 mengenai kepemilikan Kartu T&=gendudukan dan Kar

Keluarga di bawah ir

KK HTarget M Realisi

895,521

KTP
429,849

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengk:



Gambar 1.1
Data Kepemilikan Kartu Keluarga di Kab. Majalengka

Menurut Hj. Yeni K. S.Sos (kepala seksi administragndaftaran
penduduk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sifilp&en Majalengka),
target kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) damtik Keluarga (KK) pada
tahun 2008 sebesar 100 %. Namun, realisasinyaksgmamilikan KTP hanya 48
% sedangkan kepemilikan KK sebesar 42%. Dari dasag terlihat masih
banyaknya penduduk yang belum memiliki Kartu Tam#aduduk dan Kartu
Keluarga. Hal ini menunjukan kurangnya kesadararsyarakat dan belum
optimalnya sosialisasi dari aparat Dinas Kependadukan Pencatatan sipil
Kabupaten Majalengka. Selain itu, adanya anggapamkbdari masyarakat
dengan pelayanan yang diberikan pertugas pendafteependudukan yang
cenderung menyulitkan dan mengenai biaya yang tidakaran.

Berbagai permasalahan mengenai data kependudukgnkyaang akurat
dan pelayanan yang buruk berdasarkan pengamatdapangan disebabkan
petugas di tempat perekaman data kependudukamegfiatrar yang kurang andal,
ditunjang juga dengan tingkat pendidikan yang mesiaah yaitu berijazah SMP
dan SMA. Berdasarkan hasil evaluasi Badan PereapnaDaerah Propinsi Jawa
Barat tahun 2008 jumlah personil pada unit kerjagyanenangani program

adminstrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Personil pada Unit kerja yang Menangani Progam Adminstrasi
Kependudukan
ljazah Jumlah Kabupaten/Kota
setingkat S | (terkecil) 4 orang Kabupaten Tasilayal
setingkat S | (terbanyak 42 orang Kota Bandung




Non S | (terkecil) 5 orang Kabupaten Kuningan
Non S | (terbanyak) 62 orang Kabupaten Majalengka
Sumber: Bapeda Jawa Barat 2008

Hal ini sesuai dengan pernyataan GDE Kagung Pwelekis praktisi Tl

dan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaeapasar berpendapat
bahwa:

Penggunaan sistem informasi dan database tidakamanjdapat
menyajikan data yang lengkap, karena sistem infsrradalah sebuah
sarana atau “software”, yang jika tidak dikelolanddiberdayakan oleh
SDM yang andal maka dia tidak akan dapat membeiiki@nmasi yang
akurat.

Berdasarkan pada masalah tersebut, penulis meesarikk untuk
melakukan penelitian “Bagaimana penerapan, penggunzengelolaan ataupun
pengembangan teknologi sistem informasi kependudut@am pengelolaan
administrasi kependudukan mempengaruhi tingkat yktbdtas kerja bagian
operator perekam data pada Dinas Kependudukanetaratatan Sipil Kabupaten
Majalengka”.

Mengingat pentingnya penggunaan teknologi sisteforrimasi dalam
pengelolaan administrasi kependudukan sehinggdivefek kerja tercapai, yaitu
dapat menimbulkan pelayanan yang maksimal, pemeniabutuhan bagi
masyarakat, maka penulis merasa tertarik untuk olEncmenelaah dan
menganalisis bidang kajian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud maakypenelitian
dengan judul: "Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi
Kependudukan Terhadap Produktivitas Kerja Bagian Operator Perekam
Data Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan PencatateBipil Kabupaten

Majalengka”.



B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah

Telah dijelaskan pada latar belakang masalah, baewarapan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan petaban sudah
merupakan hal yang mutlak khususnya dalam penygéeagn administrasi
kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencataipi Kabupaten
Majalengka karena merupakan instansi yang dituatah produktivitas kerjanya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.nHakjalan dengan teori
produktivitas menurut Gaffar (dalam Suwatno: 2039) bahwa "Ada dua
variabel utama yang sangat kontributif terhadaplypktvitas, yaitu teknologi dan
unjuk kerja”.
Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan Iseteya, maka
pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan sebagduitx
1. Bagaimana gambaran penerapan teknologi sistemmaiirkependudukan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabopdtgalengka.

2. Bagaimana gambaran mengenai tingkat produktiviexgakpegawai bagian
operator perekam data di Dinas Kependudukan dancalksan Sipil
Kabupaten Majalengka.

3. Adakah pengaruh penerapan teknologi sistem infarnk@pendudukan
terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai bagiperator perekam data di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatgaléhgka.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetapeingaruh
penerapan teknologi sistem informasi kependudu&dratiap produktivitas kerja

pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kgbhupaten Majalengka.



Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memeperoleh gambaran mengenai penerapan lagkngistem
informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dancd&atan Sipil
Kabupaten Majalengka.

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat prodteasi kerja pegawai
bagian operator perekam data di Dinas KependuddkanPencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka.

3. Mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan teknsistgim informasi
kependudukan terhadap tingkat produktivitas keggawvai bagian operator
perekam data di Dinas Kependudukan dan Pencataf@h K&abupaten

Majalengka.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini penulis dapat menambah cheningkatkan
cakrawala berpikir dan wawasan tentang:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna lmeensumbangan untuk
bidang penerapan teknologi sistem informasi di wiggsi pemerintahan
khususnya vyang berkaitan dengan pengelolaan adrasiis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kegunaan Praktis
Bagi kantor dijadikan bahan pertimbangan perlunyanperhatikan tingkat

produktivitas kerja pegawai dengan penerapan tegmnsistem informasi.



3. Kegunaan Akademik
Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan bagippaediti yang akan
menggunakan penelitian yang berkaitan dengan peserateknologi

informasi dalam organisasi pemerintahan dan pradtdd kerja pegawai.



